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PUTUSAN
Nomor 75/Pdt.G/2021/MS.Skm

> Vv T
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syariyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Teupin Raya 07 Juli 1992, umur 28 tahun,
agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan lbu Rumah Tangga,
tempat tinggal di Alue le Mameh, Alue le Mameh, Kuala, Kab.
Nagan Raya, Aceh, sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Meulaboh 13 Oktober 1986, umur 34 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat
tinggal di Lung Mane, Cot Rambong (cot Me), Kuala Pesisir,
Kab. Nagan Raya, Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09
April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka
Makmue dengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2021/MS.Skm, telah
mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 25
April 2015, pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama
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Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor: XX/18/1V/2015, tanggal 27 April 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami istri di rumah kontrakan di Dusun gampong Jambo Apha Kecamatan
Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan lebih kurang selama 1,5 tahun,
kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat bersama di Dusun Gampong
Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya lebih kurang
selama 1 tahun, kemudian pindah ke Asrama Polsek Alubilie Kecamatan
Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya
suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
a. Anak, Umur 4 Tahun 10 bulan
b. Anak, umur 2 tahun.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
dengan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak tahun 2019 yang lalu
keharmonisan tersebut mulai memudar. Antara Penggugat dan Tergugat
terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:

a. Tergugat Selingkuh

b. Tergugat Menikah lagi tanpa sepengetahuan penggugat

c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin terhitung sejak 11
oktober 2020

d. Tergugat mencekik penggugat (KDRT)

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
bulan Juli 2020 yang lalu, karena Penggugat telah tinggal di rumah istri baru
tergugat

6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak
ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah
tangga;

7. Bahwa anak yang bernama Anak, umur 4 tahun 10 bulan dan Anak, umur 2
tahun dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu
kandungnya. Demi pertumbuhan mental maupun fisik anak tersebut dan
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semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah selayaknya Penggugat
ditetapkan sebagai pemegang hak asuh.

8. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, telah cukup bagi Penggugat untuk
menggugat cerai Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat
agar Ketua Mahkamah Syariyah Suka Makmue cg. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai
berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan dua orang anak yang bernama, Anak umur 4 tahun 10 bulan
dan Anak, umur 2 tahun berada di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, meskipun
menurut relaas panggilan dari Mahkamah Syariyah Suka Makmue Nomor
75/Pdt.G/2021/MS.Skm tanggal 12 April 2021 dan tanggal 26 April 2021 yang
dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan
patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan

yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat

kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai

kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/18/1V/2015 Tanggal 27 April 2015
atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah antor Urusan Agama Kecamatan Glumpang Tiga
Kabupaten Pidie., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh
Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi

tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah
dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Alue
Bilie, Kec. Darul Makmur. Kab. Nagan Raya, menerangkan di bawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai
Teman Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Penggugat dan
Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di
Dusun gampong Jambo Apha Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten
Aceh Selatan lebih kurang selama 1,5 tahun, kemudian pindah ke
rumah orang tua Tergugat bersama di Dusun Gampong Arongan
Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya lebih kurang
selama 1 tahun, kemudian pindah ke Asrama Polsek Alubilie
Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya,
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- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 2 orang

anak, masing-masing bernama :
0 Anak
o Anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan
mendengar langsung pertengkaran tersebut;

- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat untuk kembali menjalin
rumah tangga dan mengakhiri hubungan dengan wanita bernama Sri
Mulyani;

- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok dan
pertengkaran akibat orang ketiga atas nama Sri Mulyani;

- Tergugat tinggal dengan wanita tersebut di Lhong mane.

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

karena;

o] Tergugat telah Menikah lagi tanpa sepengetahuan
penggugat;

o] Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin
terhitung sejak 11 oktober 2020;

o] Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah

berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat;

- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi melihat Penggugat sangat menyayangi anak dan
memberikan kasih sayang terhadap anak dengan sangat layak;

- Bahwa, anak dari Penggugat dan Terugat saat ini diasuh oleh
orangtua Tergugat akan tetapi hubungan orang tua Tergugat dengan
Penggugat dalam keadaan harmonis dan baik-baik saja;
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- Bahwa, orangtua Tergugat ingin terlibat dalam mengurus cucu namun
Penggugat menginginkan penetapan asuh anak untuk kebutuhan

Penggugat dan kepentingan anak;

2. Saksi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di
Simpang Peut, Kec. Kuala Kab. Nagan Raya, menerangkan di bawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi
sebagai Teman Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Penggugat dan
Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di
Dusun gampong Jambo Apha Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten
Aceh Selatan lebih kurang selama 1,5 tahun, kemudian pindah ke
rumah orang tua Tergugat bersama di Dusun Gampong Arongan
Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya lebih kurang
selama 1 tahun, kemudian pindah ke Asrama Polsek Alubilie
Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya,

- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 2 orang
anak, masing-masing bernama :

0 Anak
0 Anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan
mendengar langsung pertengkaran tersebut;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

karena;

o] Tergugat telah Menikah lagi tanpa sepengetahuan
penggugat

o] Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin

terhitung sejak 11 oktober 2020;
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o] Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah
berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dengan wanita lain bernama Sri Mulyani;

- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang

pada pokoknya tetap pada gugatan semula, kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini
menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah antor Urusan Agama Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 60/18/1V/2015 tertanggal 27 April 2015 dan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu
Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian
sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu
berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama

berwewenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat
kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa
perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih
dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam
perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya sehingga
upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Kuasanya, meskipun
dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu
dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat
diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. berupa fotokopi
sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat
yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 Rbg)
selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti
bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat
dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat
sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon
kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan
mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat
gugatannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah
memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah gugatannya, sehingga
perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan
sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadapkan dua
orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya
sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan
penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-
fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, keterangan
saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di
muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah
menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang
mengakibatkan pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah
rumah sejak 1 tahun yang lalu dan telah ada usaha untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup
merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling
berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian
tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 Rbg, maka Majelis
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi
dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan
keluarga/orang dekat Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan
keluarga/orang dekat pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka
telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil,
serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis
berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat
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dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab

Fighus Sunnah Juz Il halaman 290 yang berbunyi:
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Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-
hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah
pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil
mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu
bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin
lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk
melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum,
sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis sebagaimana yang diamanatkan
oleh Pasal 2 dan 3 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, bahwa, anak tersebut berkeinginan untuk tetap ikut dan
tinggal bersama dengan ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi anak
Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:

a. Anak, Umur 4 Tahun 10 bulan
b. Anak, umur 2 tahun.

atau belum mumayyiz.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: “Tentang
hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak
dan anak-anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak
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bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu”; dan oleh karena telah
ternyata bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan tidak ternyata bahwa,
Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anaknya,
maka berdasarkan ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 105
huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Pemeliharaan anak yang

belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW.,
sebagaimana dikutif oleh Imam an-Nawawy dalam kitabnya “al-Majmu Syarh
al-Muhazzab”, juz 18, halaman 321, yang berbunyi:
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Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita
dan berkata: “Ya Rasul anakku itu perut akulah yang mengandungnya, air susu
sayalah yang diminumnya, pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang
ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud akan memisahkan anakku
dari padaku”, Rasul menjawab: “Engkau lebih berhak mengasuhnya selama
engkau belum menikah lagi dengan laki-laki lain, karena apabila wanita sudah
menikah lagi sibuk dengan bersenang-senang suami baru dan mengabaikan

pemeliharaan anak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i tersebut diambil alih oleh

Majelis sebagai bahan pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu asas dan tujuan
diundangkannya adalah semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi

anak (The Best Interest of The Child). Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat
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sebagai orang tua kandung bagi kedua anak tersebut mempunyai tanggung
jawab bersama untuk mendidik dan mengarahkan agar anak-anak berguna
bagi nusa, bangsa dan agama, maka Majelis secara ex officio memberikan hak

akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa dasar hukum pertimbangan putusan ini secara
metodologis, Majelis berpatokan kepada teori hukum “maslahah al-mursalah”
yakni, kemaslahatan yang terbaik bagi anak a quo untuk tetap tinggal bersama

dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut, oleh karena gugatan Penggugat terhadap anak a quo dapat
meyakinkan, sehingga Majelis sepakat bahwa, gugatan tersebut harus
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara
yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan Hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3.  Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat).
4. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing

bernama:
1. Anak, Umur 4 Tahun 10 bulan
2. Anak, umur 2 tahun.

di bawah hadhanah Penggugat dengan memberikan hak akses

kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya;
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5.  Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah
Syar'iyah Suka Makmue pada hari tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Afif Waldy, S.H.l. sebagai
Ketua Majelis, Anase Syukriza, S.H.l. dan Marfiyunaldi, S.Sy., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
tersebut, dan didampingi oleh Safrina Dewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Anase Syukriza, S.H.I. Afif Waldy, S.H.I.

Hakim Anggota,

Marfiyunaldi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Safrina Dewi, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP Panggilan . Rp 70.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 350.000,00
4. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
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JUMLAH :  Rp480.000,00
(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
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